
GT'BBRIIUR rI'SA TEXGGANA TTIT'R

PERATURAN GUBERITUR IYUSA TEI{(X}ARA TIUI'R
I|OUOR 2\ TAIIUN 2O2O

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMDRINTAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

DEIfCAN RAIIUAT TI'IIAN YAISG UAHA ESA

GI'BERITI'R ITUSA TEIf(XiARA TIUT'R,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O2O

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 202O

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis

Pemberian T\rnjangan Hari Raya Tahun 2O2O Kepada

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

: 1. Undang-Und.ang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor ll5,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagais6114 telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Uengr'rgat

Nomor 5679); *



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O2O tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai

Negeri Sipil, Frajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima

Pensiun atau Ttrnjangan (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

TETUTIISI(AIT:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O

KEPADA PEGAWAI NEGEzu SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur

sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan Pemerintahan.

3. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.

4. Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disingkat

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur'

5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada

PNS, yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

6. Hari Raya adatah Hari Raya Idul litri.

7. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat sPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungiawab atas

pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan

permintaan pembayaran'

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang diterbitkan oleh penggun a Anggaran lKuasa Pengguna

Anggaran (PA/ KPA) untuk mencairkan dana yang bersumber dari

Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPA/DPPA).

g. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

surat perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah untuk

pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berdasarkan SPM. 49



BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Trrnjangan Hari Raya diberikan kepada:

a. PNS:

b. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur.

c. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan

d. calon PNS.

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:

a. Pejabat Negara;

b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara

jabatan pimpinan tinggi;

c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara

jabatan fungsional ahli utama;

d. Anggota DPRD;

e. PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara; dan

f. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik

di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi

tempat penugasan.

Pasal 4

Trrnjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan

sebelum Hari Raya.

Dalam hal penghasilan I (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan

Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum dibayarkan

sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya

penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih

kekurangan T\-rnjangan Hari RaYa.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan bagi

PNS, meliputi gaji pokok, Trrnjangan keluarga dan T\rnjangan jabatan

atau Tunjangan umum.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidal

termasuk jenis Tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja,

T\rnjangan bahaya, Tunjangan resiko, Tunjangan pengarnanan'

Tunjangan profesi atau Ttrnjangan khusus guru dan tambahan

penghasilan bagt guru PNS, insentif khusus, T\'rnjangan selisih

penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan Tunjangan lain

yang sejenis dengan Tunjangan kompensasi atau T\rnjangan bahaya

serta Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan

(1)

(2)

(3)

(4)

perundang-un dangan- A



(s)

(6)

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) yang diberikan bag

penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur

dan penerima gaji dari PNS yang hilang adalah sebesar penghasilan I

(satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya

dan anggaranya dibebankan pada instansi tempat PNS bekerja'

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan bagi

calon PNS, meliPuti:

a. 8}o/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarga; dan

c. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum'

Pasal 5

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Trrnjangan Hari Raya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai

pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan

Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 5O Tahun 2Ol9 tentang Petunjuk

Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Serta Tunjangan Hari Raya

Kepada Pegawai Negeri sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan

Ralqyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 5l), dicabut

(1)

(21

dan dinyatakan tidak berlaku. I



Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal I< \uel 2O2O
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Diundangkan di KuPang
pada tanggal (5 tqE\ 2O2O
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